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PERKEMBANGAN SISTEM MONETER DAN KRISIS MONETER INTERNASIONAL
Tim Pengampu MKI

(Disarikan dari Buku MKI-Hadi HAmdy)
A. PERKEMBANGAN SISTIM MONETER INTERNASIONAL

Perkembangan sistem moneter internasional menjelang berakhirnya Perang Dunia II dimulai dengan penyelenggaraan International Monetary and Financial Conference dari tanggal 01 hingga 22 Juli 1944 di Bretton Woods, New Hampshire – USA yang menghasilkan Articles of Agreement tentang pendirian IMF dan World Bank (IBRD).

Menurut Articles I dari Agreement di atas, tujuan pendirian IMF (Punnet, J.P dan Ricks D.A., 1992:101), adalah :

1. Meningkatkan kerjasama masalah-masalah moneter

2. Memperluas perdagangan dan investasi dunia

3. Mengurangi pembatasan pemerintah terhadap lalulintas pembayaran internasional 

4. Menyediakan fasilitas kredit untuk mempertahankan stabilitas kurs (exchange rate) bagi negara anggota yang mengalami kesulitan neraca  pembayaran (balance of payment)

5. Mengurangi pengaruh negatif dari defisit dan surplus balance of payment

Dari tujuan di atas jelas bahwa sasaran pokok dari IMF adalah ingin meningkatkan arus perdagangan dan keuangan internasional guna meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di negara – negara  anggotanya.

Sedangkan tujuan utama dari Bank Dunia atau World Bank (IBRD) adalah memberikan pinjaman dengan bunga relatif rendah kepada berbagai negara untuk mendorong pembangunan ekonomi namun tetap berlandaskan profit oriented.

Berdasarkan perkembangan sistem moneter internasional sejak berlakunya Bretton Woods System tahun 1947, pada umumnya dikenal tiga macam sistem penetapan kurs valas (forex rate), yaitu :
· Sistem kurs tetap atau stabil (fixed exchange  rate system)

· Sistem kurs mengambang atau berubah (floating exchange rate system) yang terdiri atas : 
-  Freely floating rate atau clean float
-  Managed float atau dirty float
· Sistem kurs terkait (pegged exchange rate system)

1. FIXED EXCHANGE RATE 

Tanggal 27 Desember 1945, Articles of Agreement ini ditandatangani oleh 29 negara. Berdasarkan Articles of Agreement tentang IMF atau yang dikenal sebagai Bretton Woods System yang berlaku efektif sejak tanggal 01 Maret 1947 hingga 15 Agustus 1971 (Dekrit Nixon) telah ditetapkan suatu sistem moneter internasional (SMI) dengan beberapa ketentuan pokok, sebagai berikut :

a. Sistem moneter internasional didasarkan pada standar emas artinya bahwa setiap mata uang negara anggota IMF dikaitkan dan konvertibel dengan emas (gold exchange standard). Dalam hal ini sebagai standar ditetapkan bahwa uang dolar AS senilai $35 ekuivalen dengan satu troy ounce atau 28,3496 gr emas. Dengan demikian, $1 ekuivalen dengan 28,3496/35 gr emas. Disamping itu USD juga digunakan sebagai “numeraire” atau standar kesatuan hitung dimana mata uang negara anggota IMF lainnya dikaitkan (pegged) dengan USD. Dengan sistem pegged ini maka secara tidak langsung setiap mata uang anggota IMF dikaitkan dengan emas.

b. Sistem nilai tukar (foreign exchange rate) antara negara anggota IMF harus tetap/stabil.

c. Kurs nilai tukar hanya boleh berfluktuasi atau bervariasi antara 1 – 2,25% di atas atau di bawah kurs resmi.

d. Setiap negara anggota IMF pada prinsipnya dilarang menggunakan kebijakan devaluasi, yaitu penurunan nilai mata uangnya terhadap valas untuk memperbaiki posisi atau mengatasi defisit balance of payment atau BOP-nya.

e. Negara anggota IMF yang mengalami kesulitan BOP dapat meminta bantuan IMF dalam bentuk Special Drawing Right (SDR). SDR adalah uang kertas emas yang dikeluarkan oleh IMF pada tahun 1969 sebagai reserve currency dan likuiditas internasional disamping USD semenjak timbulnya krisis moneter internasional pada akhir tahun 1960-an karena adanya krisis kepercayaan terhadap USD (J.Klein & M.Marois, 1985:14). 
Pada tanggal 18 Desember 1971, setelah empat bulan melakukan negosiasi, IMF berhasil melahirkan Smithsonian Agreement yang isinya antara lain :

· Mengatur kembali (realignment) mata uang negara-negara industri,

· Kenaikan harga emas, dan

· Menetapkan regime sementara untuk kurs tengah dengan margin yang lebih besar.
Pada tanggal 19 Maret 1973, secara praktis mulai berlaku system kurs mengambang (generalized floating) karena negara – negara anggota European Community memberlakukan mata uang mereka dengan kurs mengambang terhadap USD.

2. FLOATING EXCHANGE RATE

Floating exchange rate adalah sistem kurs mengambang yang ditetapkan melalui mekanisme kekuatan permintaan dan  penawaran pada bursa valas.

Sistem kurs mengambang ini dibagi atas :

a. Sistem kurs mengambang secara murni atau clean float (freely floating system), yaitu penentuan kurs valas di bursa valas terjadi tanpa campur tangan pemerintah.

b. Sistem kurs mengambang terkendali atau dirty float (managed float system), yaitu penentuan kurs valas di bursa valas terjadi dengan campur tangan pemerintah yang mempengaruhi permintaan dan penawaran valas melalui berbagai kebijakannya di bidang moneter, fiscal dan perdagangan luar negeri.
Sistem ini banyak digunakan oleh berbagai negara  di dunia pada saat ini, termasuk Indonesia. Secara grafis mekanisme sistem dirty float dapat dijelaskan, sebagai berikut (H.Hady, 1997) :
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Secara skematis pengaruh intervensi kebijakan ekonomi moneter dan fiscal pemerintah untuk mempengaruhi kurs valas atau forex rate dapat dilihat pada gambar 2.1 (J.Madura, 1992 :172).
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Dari gambar 2.1 diatas dapat disimpulkan bahwa intervensi Pemerintah dalam bursa valas dapat bersifat sebagai berikut.

1. Langsung dengan cara membeli dan menjual valas secara langsung kebursa valas melalui Bank Indonesia atau Bank Umum Pemerintah

2. Tidak Langsung melalui Kebijakan Ekonomi Makro sebagai berikut.

a. Kebijakan Moneter melalui kebijakan yang bersifat kuantitatif seperti Perubahan Money Supply (Jumlah Uang Beredar), Tingkat Bunga SBI, Reserve Ratio Requirement (Giro Wajib Minimum) dan BMPK atau kebijakan yang bersifat kualitatif seperti Seleksi Kredit Ketat dan Moral Suasion 

b. Kebijakan Fiskal (APBN) melalui kebijakan penerimaan dan pengeluaran pemerintah

c. Kebijakan Perdagangan Internasional dibidang ekspor dan impor dengan kebijakan Tariff Barrier dan Non Tariff Barrier.   
3. PEGGED EXCHANGE RATE SYSTEM

Sistem nilai tukar ini ditetapkan dengan cara mengaitkan nilai tukar mata uang suatu negara dengan nilai tukar mata uang negara lain atau sejumlah mata uang tertentu. Sistem antara lain diterapkan oleh beberapa negara Afrika yang mengaitkan  mata uangnya dengan mata uang Prancis (FRF) dan beberapa negara lain  yang mengaitkan nilai tukar mata uang dengan GBP, USD dan SDR. Selain negara – negara Afrika, beberapa negara Eropa yang tergabung dalam EEC sejak April 1972 juga menjalankan pegged system ini yang dikenal dengan ‘snake system’ yang kemudian diubah menjadi European Monetary System (EMS). Dalam snake system dan EMS setiap mata uang anggota EEC dikaitkan nilainya dengan European Currency Unit (ECU) dan dapat berfluktuasi dalam batas 2,25% diatas atau dibawah kurs tengah.

Contoh:
Kurs tengah DEM
= 6.90 ECU
Kurs tengah FRF 
= 2.06 ECU
Kurs tengah antara FRF dan DEM = 6.90/2.06 = 3.35
Karena menurut EMS fluktuasi hanya pada batas 2,25% diatas ataupun dibawah kurs tengah maka upper limit dan lower limit  FRF/DEM adalah sebagai berikut :
· Upper limit FRF/DEM = central rate x (1 + 0/0225) 
= 3.35 x 1.0225
= 3.425
· Lower limit FRF/DEM = central rate x (1 - 0,0225) 
= 3.35 x 0.9775
= 3.275

Salah satu variasi dari pegged system dikenal sebagai Currency Board System (CBS) atau sistim Dewan Mata Uang sebagai pengganti sistim bank sentral yang diterapkan oleh beberapa negara yang mengalami kesulitan moneter seperti Argentina dan Rumania serta Hong Kong yang saat ini masih menggunakan CBS yang dilaksanakan dengan cara mengkaitkan dan menetapkan nilai tukar tetap antara mata uangnya dengan hard currency tertentu didasarkan kepada jumlah mata uangnya yang beredar dan cadangan devisa yang dimilikinya (cadangan dalam bentuk hard currency).

Beberapa persyaratan yang perlu dimiliki oleh suatu negara untuk dapat menjalankan sistim CBS ini antara lain :

1. Jumlah uang beredar harus dapat dikendalikan/dikontrol

2. Cadangan devisa harus mencukupi dan dapat ditingkatkan untuk dapat mempertahankan nilai yang dikaitkan/ di-pegged
3. Utang luar negeri tidak banyak
4. Tidak ada intervensi asing
Kesulitan moneter terakhir ini dialami pula oleh negara-negara di kawasan Asia, terutama Asia Tenggara, khususnya Indonesia sejak Juli 1997. Keadaan ini tampaknya merupakan suatu rangkaian dari kesulitan moneter yang dialami oleh beberapa negara anggota IMF khususnya negara sedang berkembang semenjak dihapuskannya sistem kurs tetap (fixed exchange rate) berdasarkan Bretton Woods System atau yang dikenal sebagai "krisis moneter internasional” pada tahun 1971.

Secara teoritis menurut teori Irving Fisher, nilai tukar mata uang suatu negara akan dapat stabil bila terdapat keseimbangan perkembangan antara sector moneter (MV) dan sector riil (PT) atau dengan kata lain :






M  x  V  =   P  x  T 

Dalam hal ini M = Money Supply atau Jumlah Uang Beredar, misalnya Rp. 100 Triliun.  V = Velocity atau kecepatan beredar setiap dalam setahun, misalnya  5 kali. P = Unit Price barang yang beredar, misalnya Rp. 2000 per unit dan T = Volume of Trade atau jumlah barang, misalnya sebanyak 250.000.000.000 unit.

Dengan demikian persamaan keseimbangan adalah :

         Rp. 100.000.000.000.000 x 5 = Rp. 2000 x 250.000.000.000 

              Rp. 500.000.000.000.000 = Rp. 500.000.000.000.000

Krisis moneter di suatu negara biasanya akan muncul karena biasa pemerintah di negara sedang berkembang, lebih banyak & mudah untuk menggunakan kebijakan instrument sector moneter dari pada kebijakan instrument sector riil. 

Penggunaan instrument sector moneter yang sifatnya lebih instant  antara lain dengan :

· Merubah jumlah uang beredar dengan cara mencetak uang 

· Merubah tingkat bunga discounto atau bunga bank sentral

· Merubah reserve requirement ratio. 

Sedangkan sektor riil sifat perubahannya lebih lambat karena :

· Memerlukan waktu proses produksi untuk dapat menghasilkan barang/jasa 

· Biasanya juga bersifat kaku karena adanya kebijakan monopoly yang dijalankan pemerintah. 

Hal ini yang sering menyebabkan terjadi ketidak seimbangan perkembangan/ Pertumbuhan antara sector moneter yang relatif cepat dan sector riil yang umumnya lambat sehingga akan menyebab terjadinya kenaikan harga atau inflasi yang merupakan penyakit utama sector ekonomi – moneter. 

Misalnya Pemerintah menjalankan kebijakan moneter dengan menambah jumlah uang beredar menjadi Rp. 120 Triliun sedangkan kebijakan sektor riil tetap kaku dan dimonopoli sehingga jumlah barang atau volume of trade tetap sebanyak 250.000.000.000. Dengan demikian sesuai dengan teori Irving Fisher diatas maka untuk tetap terjadi keseimbangan, maka persamaan keseimbangan menjadi :

         Rp. 120.000.000.000.000 x 5 = Rp. 2400 x 250.000.000.000 

              Rp. 600.000.000.000.000 = Rp. 600.000.000.000.000

Dari persamaan keseimbangan diatas dapat dilihat terjadinya kenaikan harga atau inflasi sebesar :

                          2400 – 2000

                          ---------------- x 100% = 20%




   2000

B. KRISIS MONETER INTERNASIONAL

Munculnya krisis moneter internasional tahun 1971 disebabkan oleh adanya krisis kepercayaan terhadap USD yang sebelumnya dijamin dan convertible terhadap emas (USD35=1 troy ounce emas). Hal ini terjadi karena terlalu banyaknya USD yang beredar di luar USA, terutama di Eropa sehingga jaminan emas yang berada pada Federal Reserve Bank (FRB) atau bank sentral USA tidak mencukupi lagi.

Terlalu banyaknya USD yang beredar di luar USA antara lain disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut (H. Hady, 1998) :

1. 
1. Adanya defisit BOP-USA sejak tahun 1960, karena :

a. Arus modal yang besar dari USA ke Eropa sebagai pelaksanaan Marshall Plan, yaitu rencana bantuan modal USA ke negara – negara Eropa untuk pembangunan Eropa yang hancur akibat Perang Dunia II.

b. Kebijakan politik luar negeri USA sebagai polisi dunia sehingga memerlukan dana (USD) yang banyak untuk membiayai tentaranya di luar negeri seperti untuk perang Korea dan perang Vietnam.

2. Pertumbuhan ekonomi Eropa dan Jepang yang sangat pesat semenjak akhir tahun 1950 yang ditunjukan oleh peningkatan produksi barang-barang industri relatif kompetitif mengakibatkan impor USA dari kedua wilayah tersebut meningkat sangat besar. Hal ini menyebabkan bertambah banyaknya USD yang beredar di luar negeri terutama bentuk Eurodollars di bank Eropa.

3. Pertumbuhan petrodollars setelah krisis energi/minyak pada awal tahun 1970-an sebagai akibat perang Arab-Israel.

Banyaknya USD yang beredar di luar negeri terutama dalam bentuk Eurodollar menimbulkan klaim emas yang tinggi dari luar USA dan menyebabkan banyak emas USA yang mengalir ke luar negeri. Oleh karena itu, cadangan emas pada FRB terkuras dan tidak mencukupi jaminan terhadap USD.

Krisis kepercayaan jaminan emas ini telah menyebabkan krisis kepercayaan terhadap USD sehingga nilai tukarnya terus merosot terutama terhadap Europeran currency dan JPY dan telah melampaui batas yang ditetapkan berdasarkan aturan system kurs tetap (fixed exchange rate)  menurut Bretton Woods System

Krisis kepercayaan terhadap USD sebagai alat likuiditas internasional yang stabil menyebabkan timbulnya krisis moneter internasional yang secara formal ditandai oleh Dekrit Presiden Nixon yang antara lain menetapkan bahwa sejak tanggal 15 Agustus 1971 diberlakukan ketentuan, sebagai berikut :

a. Pembekuan upah dan harga selama 90 hari.

b. Peraturan pajak baru.

c. Pengenaan surcharge atau pajak tambahan sebesar 10% atas barang impor.

d. USD tidak dikaitkan dan tidak dijamin lagi dengan emas seperti ketentuan semula (USD  35 = 1 troy ounce emas).

Semenjak saat itu praktis sistem kurs tetap (fixed exchange rate) tidak berlaku lagi dan sebaliknya mulai berlaku sistem kurs mengambang (floating rate system).
KRISIS MONETER ASIA

Pengalaman terakhir tentang krisis moneter internasional dapat dipelajari krisis keuangan internasional di Asia pada pertengahan tahun 1997 yang dimulai dari Korea, Thailand, Malaysia dan akhirnya ke Indonesia. Fakta dan data menunjukkan bahwa sejak krisis moneter1997 s/d 2004 saat ini, ternyata Indonesia merupakan negara yang belum dapat keluar dari krisis ekonomi yang diawali dengan krisis moneter internasionalnya yang ditandai dengan terdepresiasinya nilai Rp. mencapai sekitar – 75% (dari Rp. 2500/USD menjadi Rp. 10.000/USD) pada tahun 1998. 

     Pelajaran yang menarik dari krisis moneter Asia ini adalah pengalaman negara Malaysia yang diteliti oleh Marie-Aimee Tourres (2004). 
Menurut peniliti ini, pada tahun 1996 tercatat net capital inflow ke Asia selama tahun 1990-an mencapai USD. 102 billions yang disalurkan kepada group politik dan individue yang berkuasa atau proyek investasi lainnya. Sebagian besar dana tsb. masuk ke Malaysia dalam bentuk Foreign Direct Investment dan Portfolio Investment dan dalam bentuk pinjaman yang diatur dengan ketat oleh Bank Negaranya. Sedangkan yang masuk ke Indonesia sebagian besar dalam bentuk pinjaman swasta dan pemerintah yang relatif kurang/tidak terkontrol oleh Bank Pemerintah/Bank Indonesia. Hal ini yang menyebabkan Indonesia terpaksa minta bantuan IMF, sedangkan Malaysia adalah satu-satunya negara Asia yang tidak mengetuk pintu IMF. 

Kasus :

Kurs Tetap, Kurs Mengambang Bebas, Kurs Mengambang Terkendali dan Penerapannya Di Indonesia 

       Kurs atau nilai tukar merupakan sebuah kunci bagi suatu negara untuk bertransaksi dengan dunia luar. Sistem pembayaran yang dilakukan baik di dalam negeri maupun luar negeri mau tidak mau harus terikat dengan nilai tukar atau kurs. Sistem nilai tukar sendiri terdiri dari beberapa jenis, yaitu kurs tetap, mengambang bebas, dan mengambang terkendali. Lalu kurs apa yang pernah ditetapkan di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, sebelumnya kita telusuri dulu makna dari masing masing kurs serta kelebihan dan kekurangannya.

1. Kurs Tetap (Fixed Exchange Rate)
 Kurs tetap merupakan sistem nilai tukar dimana pemegang otoritas moneter tertinggi suatu negara (Central Bank) menetapkan nilai tukar dalam negeri terhadap negara lain yang ditetapkan pada tingkat tertentu tanpa melihat aktivitas penawaran dan permintaan di pasar uang. Jika dalam perjalanannya penetapan kurs tetap mengalami masalah, misalnya terjadi fluktuasi penawaran maupun permintaan yang cukup tinggi maka pemerintah bisa mengendalikannya dengan membeli atau menjual kurs mata uang yang berada dalam devisa negara untuk menjaga agar nilai tukar stabil dan kembali ke kurs tetap nya. Dalam kur tetap ini, bank sentral melakukan intervensi aktif di pasar valas dalam penetapan nilai tukar.

Keunggulan :

· Kegiatan spekulasi di pasar uang semakin sempit.

· Intervensi aktif pemerintah dalam mengatur nilai tukar sehingga tetap stabil.

· Pemerintah memegang peranan penuh dalam pengawasan transaksi devisa.

· Kepastian nilai tukar, sehingga perencanaan produksi sesuai dengan hasilnya.

Kelemahan :

· Cadangan devisa harus besar, untuk menyerap kelebihan dan kekurangan di pasar valas.

· Kurang fleksibel terhadap perubahan global.

· Penetapan kurs yang terlalu rendah atau terlalu tinggi akan mempengaruhi pasar ekspor impor.

Penerapannya di Indonesia 

Sistem nilai tukar tetap pernah berlaku di Indonesia. Berdasarkan UU No.32 tahun 1964 ditetapkan bahwa nilai tukar Indonesia sebesar Rp. 250,-/US Dollar. Sedangkan nilai tukar Indonesia terhadap negara lainnya ditetapkan berdasarkan nilai tukar dollar terhadap negara tersebut sesuai dengan yang berlaku di pasar valuta asing Jakarta dan internasional. Dalam periode penetapan kurs tetap tersebut, Indonesia juga menetapakan peraturan sistim kontrol devisa yang ketat. Dalam sistim ini, tidak ada pembatasan kepemilikan, penjualan, maupun pembelian valas namun para eksportir wajib menjual devisanya kepada bak sentral. Sebagai dampak dari penetapan kurs tetap tersebut maka Bank Indonesia harus mampu memenuhi kebutuhan pasar valas bagi bank komersial maupun masyarakat. 

Dalam perjalanannya, Indonesia juga sempat mendevaluasi kurs tetapnya sebagai dampak dari overvaluated dan jika di biarkan akan mengancam aktivitas ekspor-impor. Pada tanggal 17 April 1970 Indonesia merubah kurs tetapnya dari posisi semula sebesar Rp. 250,-/US Dollar menjadi  Rp 378,-/US Dollar. Devaluasi yang kedua dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 1971 menjadi Rp 415,-/US Dollar dan yang ketiga pada tanggal 15 November 1978 dengan nilai tukar sebesar Rp 625,-/US Dollar 

2. Kurs Mengambang Terkendali (Managed Floating Exchange Rate)

Penetapan kurs ini tidak sepenuhnya terjadi dari aktivitas pasar valuta. Dalam pasar ini masih ada campur tangan pemerintah melalui alat ekonomi moneter dan fiskal yang ada. Jadi dalam pasar valuta ini tidak murni berasal dari penawaran dan permintaan uang.

Keunggulan :

· Mampu menjaga stabilitas moneter dengan lebih baik dan neraca pembayaran suatu negara. 

· Adanya aktifitas MD/MS dalam pasar valuta berdasarkan kurs indikasi akan mampu menstabilkan nilai tukar dengan lebih baik sesuai dengan kondisi ekonomi yang terjadi.

· Devisa yang diperlukan tidak sebesar pada nilai tukar tetap.

· Mampu memadukan sistem tetap dan mengambang.

Kelemahan :

· Devisa harus selalu tersedia dan siap diguankan sewaktu-waktu.

· Persaingan yang ketat antara pemerintah dan spekualan dalam memprediksi dan menetapkan kurs.

· Tidak selamanya mampu mengatasi neraca pembayaran.

·  Selisih kurs yang terjadi dalam pasar valuta akan mengurangi devisa karena memakai devisa untuk menutupi selisihnya.

Penerapannya di Indonesia 

Sistem nilai tukar mengambang terkendali di Indonesia ditetapkan bersamaan dengan kebijakan devaluasi Rupiah pada tahun 1978 sebesar 33 %. Pada sistem ini nilai tukar Rupiah diambangkan terhadap sekeranjang mata uang (basket currencies) negara-negara mitra dagang utama Indonesia. Dengan sistem tersebut, Bank Indonesia menetapkan kurs indikasi dan membiarkan kurs bergerak di pasar dengan spread tertentu. Untuk menjaga kestabilan nilai tukar Rupiah, maka Bank Indonesia melakukan intervensi bila kurs bergejolak melebihi batas atas atau batas bawah spread (Teguh Triyono, 2005).
Pada saat sistem nilai tukar mengambang terkendali diterapkan di Indonesia, nilai tukar Rupiah dari tahun ke tahunnya terus mengalami depresiasi terhadap US Dollar. Nilai tukar Rupiah berubah-ubah antara Rp 644/US Dollar sampai Rp 2.383/US Dollar. Dengan perkataan lain, nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar cenderung tidak pasti.

3. Kurs Mengambang Bebas (Free Floating Rate)

Kurs mengambang bebas merupakan suatu sistem ekonomi yang ditujukan bagi suatu negara yang sistem perekonomiannya sudah mapan. Sistim nilai tukar ini akan menyerahkan sleuruhnya kepada pasar untuk mencapai kondisi equilibrium yang sesuai dengan kondisi internal dan eksternal. Jadi dalam sistem nilai tukar ini hampir tidak ada campur tangan pemerintah. 

Keunggulan :

· Cadangan devisa lebih aman.

· Persaingan pasar ekspor-impor sesuai dengan mekanisme pasar.

· Kondisi ekonomi negara lain tidak akan berpengaruh besar terhadap kondisi ekonomi dalam negeri.

· Masalah neraca pembayaran dapat diminimalisir.

· Tidak ada batasan valas.

· Equilibrium pasar uang.

Kelemahan :

·  Praktik spekulasi semakin bebas.

· Penerapan sistem ini terbatas pada negara yang sistim perekonomiannya mapan, masih kurang teapt untuk negara berkembang.

· Tidak adanya intervensi pemerintah untuk menjaga harga.

Penerapannya di Indonesia

Indonesia mulai menerapkan sistem nilai tukar mengambang bebas pada periode 1997 hingga sekarang. Sejak pertengahan Juli 1997, Rupiah mengalami tekanan yang mengakibatkan semakin melemahnya nilai Rupiah terhadap US Dollar. Tekanan tersebut diakibatkan oleh adanya currency turmoil yang melanda Thailand dan menyebar ke negara-negara ASEAN termasuk Indonesia. Untuk mengatasi tekanan tersebut, Bank Indonesia melakukan intervensi baik melalui spot exchange rate (kurs langsung) maupun forward exchange rate (kurs berjangka) dan untuk sementara dapat menstabilkan nilai tukar Rupiah. Namun untuk selanjutnya tekanan terhadap depresiasi Rupiah semakin meningkat.
Oleh karena itu dalam rangka mengamankan cadangan devisa yang terus berkurang, pada tanggal 14 Agustus 1997, Bank Indonesia memutuskan untuk menghapus rentang intervensi sehingga nilai tukar Rupiah dibiarkan mengikuti mekanisme pasar.
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SOAL LATIHAN
1. Sebutkan dua organisasi keuangan dunia yang dilahirkan dari International Monetary dan Financial Conference pada bulan Juli 1944!

2. Sebutkan dan jelaskan tujuan dari pendirian kedua organisasi keuangan dunia tersebut !

3. Sebutkan macam-macam sistem penetapa kurs valas yang berlaku sejak 1947 s/d sekarang !

4. Apakah yang dimaksudkan dengan sistem kurs tetap atau Bretton Woods System dan sebutkan beberapa ketentuan pokoknya !

5. Apakah yang dimaksudkan dengan sistem kurs mengambang atau floating echange rate system dan sebutkan macam – macamnya !

6. Sebutkan dan jelaskan persamaan dan perbedaaan antara clean float dan dirty float system !

7. Sebutkan dan jelaskan beberapa cara intervensi pemerintah dalam penentuan kurs valas !

8. Apakah yang dimaksudkan dengan Pegged System dan sebutkan beberapa syarat yang diperlukan untuk dapat menjalankan sistem ini!

9. Apakah yang dimaksudkan dengan Dekrit Nixon pada tanggal 15 Agustus tahun 1971 ?

10. Jelaskan konsekuensi dari Dekrit Nixon tersebut terhadap sistem moneter internasional !

11. Apakah dimaksudkan dengan krisis Moneter Asia 1997 ?

12. Mengapa Indonesia relatif lebih sulit mengatasi krisis moneter dan krisis ekonominya dibandingkan dengan Malaysia. Jelaskan!
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Grafik 2.1

Sistem Dirty Float
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Keterangan :

QRp =  Kuantitas Rp    Q$ =  Kuantitas USD      Cm = Capital impor (PMA+loan+grand, dll) 

Cx=Capital ekspor (Cicilan utang pokok+bunga +capital flight+capital investment out, dll)

Sfc & Dfc	=  Supply & Demand Foreign Currency 		Rp &  $ = Apresiasi 

Sdc & Ddc=  Supply & Demand Domestic Currency 	Rp  &  $   = Depresiasi	

X b/j = Ekspor barang & jasa	M b/j = Impor barang dan jasa
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Gambar 2 .1

Pengaruh Intervensi Pemerintah terhadap Kurs Valas
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